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MOTTO
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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemanfaatan Dana Desa dalam
pengelolaan usaha Kelompok Mesin Padi di Desa Laru Dolok yang dilaksanakan
melalui kerja sama antara Pemerintah Desa dan Kelompok Mesin Padi. Pemerintah
Desa berperan dalam menyediakan modal atau aset usaha, sedangkan Kelompok Mesin
Padi bertindak sebagai pihak yang mengelola kegiatan usaha. Kerja sama tersebut
bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan
kesejahteraan melalui pelayanan penggilingan padi. Namun, dalam pelaksanaannya
masih ditemukan beberapa persoalan, antara lain belum adanya akad tertulis yang secara
jelas mengatur bentuk kerja sama, belum jelasnya hak dan kewajiban para pihak,
mekanisme penyetoran, pembagian hasil dan biaya operasional, serta pencatatan dan
pelaporan pengelolaan usaha. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai
kesesuaian penerapan kerja sama tersebut dengan prinsip dan ketentuan akad
mudharabah dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad mudharabah dalam
pengelolaan Dana Desa pada Kelompok Mesin Padi di Desa Laru Dolok serta
mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad tersebut.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Informan penelitian meliputi Kepala Desa, Ketua Kelompok, Bendahara Desa, Anggota
Kelompok,Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Peyuluh Pertanian. Data yang
diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan praktik yang ditemukan
di lapangan dengan ketentuan akad mudharabah dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kerja sama pengelolaan Dana
Desa pada Kelompok Mesin Padi pada dasarnya memiliki pola hubungan antara
Pemerintah Desa sebagai pihak yang menyediakan modal atau aset usaha dan
Kelompok Mesin Padi sebagai pihak yang mengelola usaha. Namun, pelaksanaannya
belum didukung oleh akad mudharabah yang terstruktur dan jelas. Kesepakatan lebih
banyak dilakukan secara lisan, sementara hak dan kewajiban para pihak, mekanisme
penyetoran, pembagian hasil, biaya operasional, serta pencatatan dan pelaporan
keuangan belum diatur secara memadai. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah,
pelaksanaan kerja sama tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip dan ketentuan
akad mudharabah, terutama berkaitan dengan kejelasan akad dan shighat, nisbah bagi
hasil, pembagian keuntungan dan biaya, serta pembagian risiko. Meskipun kegiatan
tersebut memiliki tujuan yang baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,
diperlukan perbaikan melalui perjanjian tertulis, penetapan nisbah berdasarkan
persentase keuntungan, kejelasan pembagian biaya dan risiko, serta peningkatan
transparansi dan pencatatan pengelolaan usaha agar pelaksanaannya sesuai dengan
prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Dana Desa, Mudharabah, Kelompok Mesin Padi, Hukum Ekonomi
Syariah.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda
pembangunan nasional, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bermukim
di wilayah perdesaan dengan tingkat kesejahteraan yang relatif tertinggal
dibandingkan wilayah perkotaan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa sebagai
instrumen fiskal untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
desa secara mandiri. Kebijakan Dana Desa diarahkan tidak hanya pada
pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat
melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan. *

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil sekaligus basis sosial-
ekonomi masyarakat Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan
pemerataan pembangunan nasional. Sejak diberlakukannya kebijakan dana desa,
pemerintah pusat menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, bukan lagi
sekadar objek, dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada
pemerintah desa untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri guna
mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
setempat. Kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa kesenjangan pembangunan

antara kawasan perkotaan

! Republik Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.



dan perdesaan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan sektoral dari pusat,
melainkan memerlukan penguatan kapasitas fiskal dan kelembagaan di tingkat desa itu
sendiri.!

Dana Desa (DD) sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diarahkan tidak hanya untuk
pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga secara signifikan untuk pemberdayaan
ekonomi masyarakat desa. Melalui dana desa, pemerintah desa memiliki instrumen
keuangan untuk mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif berbasis potensi
lokal, seperti pertanian, perikanan, kerajinan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM), yang pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan
masyarakat, membuka lapangan Kkerja, serta mengurangi angka kemiskinan di
perdesaan. 2

Prioritas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi ini secara
eksplisit diatur dan diperbarui setiap tahun oleh Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang menunjukkan bahwa isu pemberdayaan
ekonomi berbasis dana desa merupakan agenda kebijakan yang terus berkembang dan
relevan hingga saat ini.>

Berbagai kajian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang tepat sasaran

mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,

! Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914,

? Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Peran Dana
Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa,” djpb.kemenkeu.go.id, diakses 2025.

* Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun
2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.



terutama apabila dana tersebut disalurkan melalui program-program yang melibatkan
partisipasi aktif warga, seperti pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
maupun bantuan permodalan bagi kelompok usaha produktif. * Kelompok usaha
produktif dinilai sebagai wadah yang efektif karena mendekatkan bantuan modal
langsung kepada pelaku usaha kecil, memperkuat kebersamaan dan gotong royong
antarwarga, sekaligus memudahkan pendampingan dan pengawasan oleh pemerintah
desa’. Namun demikian, efektivitas program semacam ini sangat bergantung pada tata
kelola, transparansi, dan kejelasan mekanisme kerja sama antara pemerintah desa
dengan kelompok penerima manfaat, sehingga dana yang disalurkan benar-benar
mendorong kemandirian ekonomi dan tidak menimbulkan persoalan akuntabilitas di
kemudian hari. °®

Desa Laru Dolok, yang secara administratif berada di Kecamatan Tambangan,
Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu desa
penerima dana desa yang turut mengalokasikan sebagian anggarannya untuk program
pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk bantuan kepada kelompok usaha
produktif. Program ini pada dasarnya dirancang agar warga yang tergabung dalam
kelompok usaha, baik di sektor pertanian, perdagangan, maupun usaha rumah tangga,
memperoleh tambahan modal kerja dari dana desa untuk mengembangkan usahanya.
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian, program

bantuan kelompok usaha produktif di Desa Laru Dolok pada praktiknya tidak hanya

*Analisis Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Ekonomi Masyarakat,”
Musamus Journal of Public Administration 5, no. 2 (2023).

*> A. Muttalib dan K. Khaeri, “Pemberdayaan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah,” Abdinesia: Jurnal Pengabdian
Kepada Masyarakat 4, no. 2 (2024): 37-40.

®Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan
Pemenang Kabupaten Lombok Utara,” Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah (2023).



bersifat hibah atau bantuan sosial biasa, melainkan disalurkan dengan skema tertentu
yang mengandung unsur bagi hasil antara pemerintah desa dan kelompok penerima. ’
Skema semacam ini menarik untuk dicermati lebih jauh karena berpotensi
memiliki karakteristik yang serupa dengan akad kerja sama usaha dalam ekonomi
syariah, mengingat mayoritas masyarakat Desa Laru Dolok menganut agama Islam.
Secara normatif, penyaluran dana desa untuk kegiatan ekonomi produktif semestinya
dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang jelas antara pemerintah desa
selaku pengelola dana dan kelompok usaha selaku penerima manfaat, yang mengatur
hak dan kewajiban kedua belah pihak, besaran bantuan, jangka waktu, mekanisme
pengembalian atau bagi hasil, serta pertanggungjawaban penggunaan dana®. Kejelasan
bentuk kerja sama ini penting untuk menghindari tumpang tindih antara dana desa
sebagai bantuan yang bersifat pemberdayaan (hibah bersyarat) dengan dana desa yang
disalurkan sebagai modal usaha bergulir yang harus dikembalikan atau dibagihasilkan.
Di Desa Laru Dolok, bentuk kerja sama antara pemerintah desa dengan
kelompok usaha produktif diduga dilakukan secara informal, yakni melalui kesepakatan
lisan maupun dokumen sederhana yang belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan
perjanjian tertulis yang baku. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar

hukum dan keabsahan akad yang digunakan, terutama apabila skema tersebut

’ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan
Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021, kode wilayah
12.13.10.2009 untuk Desa Laru Dolok, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi
Sumatera Utara.

8 Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Desa Lebak
Wangi),” Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, Kampus Akademik Publishing (2024).



mengandung unsur penyertaan modal dan bagi hasil sebagaimana lazim ditemukan
dalam akad-akad kerja sama syariah.®

Dalam khazanah fikih muamalah, mudarabah merupakan akad kerja sama usaha
antara dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (shahibul maal) yang menyediakan seluruh
dana, dan pihak pengelola usaha (mudharib) yang menjalankan usaha tersebut, di mana
keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal,
sedangkan kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal selama tidak
terjadi kelalaian atau penyimpangan oleh pengelola Akad ini banyak digunakan dalam
pembiayaan usaha produktif oleh lembaga keuangan syariah karena dinilai adil, bebas
riba, dan mampu mendorong tumbuhnya kewirausahaan berbasis kemitraan’ dan
landasan operasionalnya di Indonesia merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia tentang Pembiayaan Mudharabah'® serta Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan mengenai Akuntansi Mudharabah*.

Persoalannya, akad mudarabah pada dasarnya merupakan instrumen yang lazim
digunakan oleh lembaga keuangan syariah yang telah memiliki legalitas dan
pengawasan syariah yang jelas, bukan oleh pemerintah desa yang notabene merupakan
lembaga pemerintahan dan bukan lembaga keuangan. Ketika pemerintah Desa Laru
Dolok diduga menerapkan pola bagi hasil yang menyerupai akad mudarabah dalam

penyaluran bantuan kepada kelompok usaha produktif, muncul beberapa persoalan

7. M. Husna, I. N. Afida, N. N. Rohmah, F. Fadhila, I. M. Azahra, A. L. O. Ramadhani, dan T.
Kurniawan, “Akad Syirkah (Kemitraan) dan Mudharabah (Bagi Hasil) serta Pengaplikasiannya dalam
Pembiayaan Usaha Produktif,” Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 5, no. 2 (Desember 2025).

1 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/1V/2000
tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), sebagaimana masih menjadi rujukan operasional lembaga
keuangan syariah hingga saat ini.

1 |katan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang
Akuntansi Mudharabah, sebagaimana dikutip dalam kajian akuntansi syariah kontemporer.



mendasar yang perlu dikaji, antara lain: kesesuaian rukun dan syarat akad mudarabah
dengan praktik yang berjalan, kejelasan nisbah bagi hasil yang disepakati, kedudukan
dana desa yang bersumber dari keuangan negara apabila diperlakukan sebagai modal
mudarabah, serta legalitas pemerintah desa untuk bertindak selaku shahibul maal dalam

suatu akad syariah. Adapun landasan Akad Mudharabah yaitu:

O35 (s 58 D3 O e OB 6 F25 L 13530 18Tl DS 432 )
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Artinya:  “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi
Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau
sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang menggoda. Allah
menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat
menghitungnya (secara detail waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam
melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) ditentukan.
Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui
bahwa ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi
lain, serta yang lain di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya
(Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah kredit kepada Allah
kredit yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu sendiri - kamu
akan mendapatkan balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling besar
pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang (QS. Al-Muzammil: 20 ).*2

Avyat tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi harus dilakukan secara
jelas, adil, dan berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga tidak merugikan salah satu
pihak. Dengan demikian, praktik kerja sama yang tidak didasarkan pada kejelasan akad
dan prinsip keadilan dapat dikategorikan sebagai praktik yang bertentangan dengan

nilai-nilai syariah.*®

12 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, PT. Sygma Examedia Arkanleema : Jawa Barat, HIm. 575.

13 «“K elembagaan dan Operasionalisasi BUMDes Berbasis Syari’ah Perspektif Hukum Ekonomi
Syari’ah”, NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam, 2022.



Dugaan penggunaan akad mudarabah ini semakin menarik untuk diteliti karena,
apabila benar diterapkan, praktik tersebut berada pada wilayah abu-abu antara hukum
keuangan desa yang tunduk pada peraturan perundang-undangan pemerintahan dan
hukum ekonomi syariah yang tunduk pada prinsip-prinsip fikih muamalah.
Ketidakjelasan status hukum ini berpotensi menimbulkan risiko, baik risiko
administratif berupa ketidaksesuaian dengan mekanisme pertanggungjawaban keuangan
desa, maupun risiko syar’i berupa tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad secara
sempurna, yang pada akhirnya dapat merugikan kelompok usaha produktif sebagai
pihak yang seharusnya diberdayakan.

Untuk memperkuat gambaran awal atas persoalan tersebut, peneliti melakukan
wawancara pendahuluan dengan aparat Desa Laru Dolok. Berdasarkan keterangan yang
disampaikan, program bantuan bagi kelompok usaha produktif memang telah berjalan
dan disalurkan dengan skema bagi hasil, meskipun aparat desa mengaku belum
memahami sepenuhnya apakah skema tersebut telah sesuai dengan ketentuan akad
mudarabah dalam ekonomi syariah.

Peneliti Mewawancarai Bapak Hamdan Siregar selaku Kepala Desa Laru Dolok, beliau

mengatakan:

“Awalnya tahun 2023. Desa Laru Dolok mendapat Dana Desa, kemudian kami mengusulkan
untuk membeli dua unit mesin padi. Karena petani di sini banyak yang masih mengolah padi
secara manual sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Dalam
pelaksanaannya, desa sebagai pemilik modal menyediakan dana untuk pengadaan mesin,
sedangkan kelompok sebagai pengelola menjalankan kegiatan usaha tersebut. Hasil dari
kegiatan kemudian dibagi. Setiap petani yang menggunakan jasa mesin padi dikenakan biaya
sebesar Rp50.000,00 per karung. Dari penerimaan tersebut, 70% digunakan oleh kelompok
untuk biaya operasional seperti pembelian solar, perawatan mesin, dan honor operator,



sedangkan 30% disetorkan ke kas desa sebagai bagian hasil. Kesepakatan tersebut dibuat pada
awal kerja sama dengan pihak pemerintah desa.. "**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kerja
sama antara Pemerintah Desa Laru Dolok dengan Kelompok Mesin Padi melibatkan
penggunaan Dana Desa untuk pengadaan mesin perontok padi, yang kemudian dikelola
oleh kelompok untuk memperoleh pendapatan. Dalam pelaksanaannya, terdapat
mekanisme penggunaan hasil untuk biaya operasional kelompok dan penyetoran
sebagian hasil kepada Pemerintah Desa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya
hubungan kerja sama dalam pengelolaan usaha yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama
mengenai bentuk akad yang digunakan, kejelasan kesepakatan, mekanisme pembagian
hasil, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Hukum Ekonomi
Syariah.

Keterangan mengenai pelaksanaan kegiatan Kelompok Mesin Padi juga disampaikan
oleh Bapak Wahyu selaku Ketua Kelompok Mesin Padi. Wawancara dilakukan untuk
memperoleh informasi mengenai pelaksanaan operasional dan mekanisme penerimaan hasil

usaha kelompok. Bapak Wahyu mengatakan:

“Mesin kami beroperasi mulai pukul 07.00 sampai 18.00 WIB setiap hari pada musim panen
raya. Petani dari Desa Aek Mual, Desa Tambangan Julu, dan beberapa desa lainnya juga banyak
yang datang ke sini karena tarif yang kami tetapkan lebih terjangkau. Tarif yang kami tetapkan
adalah Rp400.000,00 per ton gabah kering atau 10% dari hasil beras bagi petani yang memilih
membayar dengan beras. Dalam satu bulan pada musim panen, omzet kami dapat mencapai
sekitar Rp18.000.000,00 sampai Rp22.000.000,00. Namun, di luar musim panen, pendapatan
dapat menurun menjadi sekitar Rp3.000.000,00 sampai Rp4.000.000,00 karena jumlah gabah
yang masuk lebih sedikit.”*®

4 Hasil wawancara pra-penelitian peneliti dengan bapak Hamdan Siregar/. Kepala Desa/Sekretaris
Desa Laru Dolok,09 mei 2026

> Wawancara dengan Bapak Wahyu, Ketua Kelompok Mesin Padi Desa Laru Dolok, tanggal, 14
Juli 2026



Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Kelompok
Mesin Padi menjalankan kegiatan usaha dengan sistem pembayaran jasa yang telah
ditentukan. Besarnya pendapatan kelompok dipengaruhi oleh jumlah gabah yang
masuk dan kondisi musim panen. Data tersebut menunjukkan adanya kegiatan usaha
yang menghasilkan pendapatan dan dikelola oleh kelompok. Oleh karena itu,
mekanisme pengelolaan pendapatan, biaya operasional, serta penyetoran hasil
kepada Pemerintah Desa perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan ketentuan Hukum
Ekonomi Syariah.

Kesenjangan pemahaman antara pelaksana di lapangan dengan konsep akad
mudarabah yang baku inilah yang menjadi salah satu titik tolak penting bagi penelitian
ini. Penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian
mengenai pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat telah
banyak dilakukan, baik dalam bentuk analisis kebijakan®®, evaluasi efektivitas
pengelolaan dana desa®’, maupun kajian pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes*. Di
sisi lain, kajian mengenai akad syirkah dan mudarabah sebagai instrumen pembiayaan
usaha produktif juga telah cukup banyak dilakukan, namun umumnya berfokus pada
penerapannya di lembaga keuangan syariah formal seperti bank syariah, BMT, maupun
koperasi syariah.

Sepanjang penelusuran peneliti, belum ditemukan kajian yang secara spesifik
menyoroti dugaan penerapan akad mudarabah dalam skema penyaluran dana desa

kepada kelompok usaha produktif yang dikelola langsung oleh pemerintah desa,
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khususnya pada level desa yang belum memiliki lembaga keuangan mikro syariah
formal seperti Desa Laru Dolok. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung melihat dana
desa dan akad mudarabah sebagai dua topik yang terpisah, padahal di lapangan
keduanya berpotensi bertemu dalam praktik informal yang belum banyak mendapat
perhatian akademis. Kekosongan kajian inilah yang menjadi celah (gap) yang berusaha
diisi oleh penelitian ini, yakni dengan menganalisis kesesuaian praktik bagi hasil dalam
program bantuan kelompok usaha produktif di Desa Laru Dolok dengan konsep akad
mudarabah menurut ekonomi syariah, sekaligus implikasinya terhadap tata kelola
keuangan desa. *°

Penelitian ini penting untuk dilakukan setidaknya karena tiga alasan. Pertama,
secara akademis, penelitian ini memperkaya khazanah kajian ekonomi syariah dengan
mengangkat fenomena penerapan akad mudarabah pada level pemerintahan desa yang
selama ini belum banyak diteliti, sehingga dapat memperluas cakrawala penerapan
akad-akad muamalah di luar lembaga keuangan syariah formal. Kedua, secara praktis,
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Desa Laru
Dolok dan desa-desa lain dengan karakteristik serupa agar dapat menata mekanisme
kerja sama dengan kelompok usaha produktif secara lebih tertib, transparan, dan sesuai
dengan prinsip syariah maupun ketentuan pengelolaan keuangan desa yang berlaku.
Ketiga, secara sosial, penelitian ini relevan dengan kondisi masyarakat Desa Laru Dolok
yang religius dan terbiasa dengan prinsip bagi hasil, sehingga kejelasan status akad yang
digunakan akan berdampak langsung pada rasa keadilan dan ketenteraman masyarakat

dalam menjalankan usahanya.

®“Kelembagaan dan Operasionalisasi BUMDes Berbasis Syari’ah Perspektif Hukum Ekonomi
Syari’ah”, NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam, 2022.
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang meliputi pentingnya dana desa
dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, gambaran program bantuan kelompok usaha
produktif di Desa Laru Dolok, bentuk kerja sama antara pemerintah desa dengan
kelompok usaha, dugaan penggunaan akad mudarabah dalam pengelolaan dana
tersebut, serta kesenjangan penelitian yang ada, maka peneliti tertarik untuk mengkaji
lebih mendalam persoalan ini dalam sebuah penelitian dengan judul Tinjauan Hukum
Ekonomi Syari‘ah Terhada Penerapan Akad Mudharabah Dana Desa Pada
Kelompok Mesin Padi Studi Kasus Desa Laru Dolok.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan Dana Desa pada
Kelompok Mesin Padi di Desa Laru Dolok?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad
mudharabah dalam pengelolaan Dana Desa pada Kelompok Mesin Padi di Desa Laru

Dolok?

C.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui mekanisme penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan Dana
Desa pada Kelompok Mesin Padi di Desa Laru Dolok.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapabn akad
mudharabah dalam pengelolaan Dana Desa pada Kelompok Mesin Padi di Desa Laru

Dolok.

D.Manfaat Penelitian
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Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teorotis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah
mengenai penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan Dana Desa pada kelompok
usaha masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Desa, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam
pelaksanaan kerja sama pengelolaan Dana Desa agar sesuai dengan prinsip Hukum
Ekonomi Syariah.

Bagi Kelompok Mesin Padi, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam
menerapkan akad mudharabah secara lebih jelas, transparan, dan sesuai dengan
ketentuan syariah.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman
mengenai pentingnya pelaksanaan akad mudharabah yang sesuai dengan prinsip
Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk

penelitian yang berkaitan dengan akad mudharabah dan pengelolaan Dana Desa.

E.Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian penting dalam suatu
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui posisi penelitian yang akandilakukan
dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, kajian terdahulu

berfungsi sebagai bahan perbandingan, referensi, serta untuk menunjukkan persamaan
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dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang telah
ada.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Titana Auliya Putri Hasibuan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama
Bagi Hasil Antar PT. Torganda Dengan Masyarakat Desa Ulak Tano Kecamatan
Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara”2022.%

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kerja sama bagi hasil antara
PT. Torganda dengan masyarakat Desa Ulak Tano serta menjelaskan pelaksanaan kerja
sama tersebut berdasarkan tinjauan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad kerja sama
bagi hasil antara PT. Torganda dengan masyarakat Desa Ulak Tano, apabila ditinjau
berdasarkan Al-Qur’an, hadis, dan fatwa MUI, belum sepenuhnya memenuhi rukun dan
syarat akad.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama
mengkaji praktik kerja sama yang dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi
Syariah. Adapun Perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian
Titana Auliya Putri Hasibuan membahas kerja sama bagi hasil antara PT. Torganda
dengan masyarakat Desa Ulak Tano, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada
penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan Dana Desa pada Kelompok Mesin Padi

di Desa Laru Dolok.

?° Titana Auliya Putri Hasibuan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Antar PT.
Torganda Dengan Masyarakat Desa Ulak Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas
Utara, (SKRIPSI STAIN MADINA, 2022), him.i
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2. Emida Sari Rangkuti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil
Sapi Di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing

Natal”2020.%

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik bagi
hasil dalam pengembang biakan ternak sapi pada masyarakat di Desa Aek Nangali
Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal menurut tinjauan hukum islam.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan sistem bagi hasil pada masyarakat
Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal dengan
kesepakatan bagi hasil dibagi rata keturunan sapinya atau dibagi dari hasil
penjualannya. Tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan bagi hasil ternak sapi studi
kasus di Desa Aek Nangali Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal
dalam pelaksanaan belum sesuai dengan hukum Islam yang sesuai adalah pada syarat
perjanjian suka sama suka. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu
dalam hal penuhan akad, tanggung jawab apabila hewan sapi meninggal akibat kelalaian
pemelihara dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya
biasa saja terjadi kesalahpahaman dan konflik. Sehingga timbullah perselisihan yang

dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama
membahas praktik kerja sama bagi hasil yang ditinjau berdasarkan perspektif Hukum

Ekonomi Syariah serta menggunakan penelitian lapangan untuk mengetahui

2! Emida Sari Rangkuti "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Sapi Di Desa Aek
Nangali Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, (SKRIPSI STAIN MADINA, 2020),
him.i
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pelaksanaan praktik kerja sama yang terjadi di masyarakat. Adapun Perbedaannya
terletak pada objek dan jenis kerja sama yang diteliti. Penelitian Emida Sari Rangkuti
membahas praktik bagi hasil dalam pengembangan ternak sapi di Desa Aek Nangali,
Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan penelitian ini
memfokuskan pada penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan Dana Desa pada

Kelompok Mesin Padi di Desa Laru Dolok.

3. Marhan Pane, “Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Tanah Saba Umum
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Desa Mompang Julu, Kec.
Panyabungan Utara)”201 9.2

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil dalam pengelolaan
tanah saba umum serta meninjaunya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa praktik bagi hasil dalam pengelolaan tanah saba umum telah
memenuhi ketentuan Hukum Ekonomi Syariah karena dilaksanakan berdasarkan
kesepakatan para pihak dengan menggunakan akad muzara‘ah dan mukhabarah.

Persamaan  penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama
membahas praktik kerja sama atau bagi hasil yang ditinjau berdasarkan perspektif
Hukum Ekonomi Syariah. Adapun Perbedaannya terletak pada objek dan jenis akad
yang digunakan. Penelitian Marhan Pane mengkaji akad muzara’ah dan mukhabarah

dalam pengelolaan tanah pertanian, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada

?2 Marhan Pane, “Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Tanah Saba Umum Tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah ( Studi Kasus Desa Mompang Julu, Kec. Panyabungan Utara)” (SKRIPSI STAIN
MADINA, 2019), him.i
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penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan Dana Desa pada Kelompok Mesin Padi
di Desa Laru Dolok.

F.Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusun
sistematika pembahasan ke dalam lima bab yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan

Bab Il Kajian Teori, berisi landasan teori yang berkaitan dengan penelitian,
meliputi pengertian akad mudharabah, dasar hukum mudharabah, rukun dan syarat
mudharabah, hak dan kewajiban para pihak, ketentuan pembagian keuntungan dan
kerugian, pengelolaan Dana Desa, serta teori-teori yang mendukung penelitian.

Bab Il Metode Penelitian, berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi
penelitian, waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan
data, teknik analisis data, serta teknik pemeriksaan keabsahan data.

Bab 1V Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi gambaran umum lokasi
penelitian, hasil penelitian mengenai pelaksanaan akad mudharabah dalam pengelolaan
Dana Desa pada Kelompok Mesin Padi di Desa Laru Dolok, serta analisis berdasarkan
perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan
masalah serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak

yang terkait.



